
BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR II TAHUlf 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWERANGAN PELAKSANAAN IZIR USAHA MlKRO KECIL
K'F;PA,PACMfAT VA!'IATAV J-VRAR/QP.f\LA. V~

DENGAN RAHMAT TUllAR YANG MARA ESA
IItJPATI MUSI BANroASDf

Menimbang

MeDgingat

a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah
perIu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro
dan kedl;

b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perIu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha
mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam
bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam
pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil;

c, bahwa qntl.Ik m~n4ekatkan peny~lengg~ pela,yanan terpa4u
satu pintu sebagaimana dimaksud pada huruf b, perIu dilakukan
pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah di Kabupaten
lI4usi 8an)'Wl,siny~ t:erde1G!.t4eQg@ pel~ usaha Qlilcrodan
kecil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelaksanaan IUMKkepada Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa;

1.Undang~Undang NomoI' 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah tingkat II dan Kota Madya di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 NomoI' 73,
tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI'1821);

2. Undang-Undang NomoI' 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 NomoI' 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoI'1866);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
TaJl)bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Pemerintah
Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI"
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Penierintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kota (Lembaran
Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82 Tambahan
Lembaran Negara NomoI": 5539).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik
IIl(Jonesill Tahun 2013 No~or 40, TaJIllJahliIl Le~lJar Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014
tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;

8. Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
IUMK;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi BanyUasin Nomor 3 Tahun
2013 ten4lng perybM@ ataS P~raWr<IDDaernh KabuPll,t~nMu!!i
Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah Kabupateri Musi
Banyuasin;

MEMUTUSKAN

PERA.TURA:NBUPATI TENTANG PENI>ELEGASIAN KEWE1'IANGAN
PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KECIL KEPADA CAMAT DAN
IATAU LURAH I KEPAI.A I)ESA.

Pasall

p~ pefll,tlmtn IDiy8J!g(l.iI:m:iJ~,l>\."!4gengli!!:
1.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
danfatau badan usaha perorangan yang memenp.hi kriteria Usaha
Milcro sebagaimana diatw dalaIIl Undang-Undll,!1gNomor 20 tahun
2008 tentangUsaha Mikro, Kecildan Menengah.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau hadan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau. menjadi bagian baik langsung )maupuil tidak
lang~ung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah.
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3.Izin Usaha adaIah bukti tertuIis yang diberikan oIeh Pejabat yang
berwenang berdasarkan ketentuan peratUran perundang undangan
sebagai bukti Iegalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro,
Usaha KedI dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan
diperbolehkan untuk menjaIankan suatu kegiatan usaha tertentu.

4. Izin usaha mikro dan kedl yang selanjutnya disingkat dengan IUMK
adaIah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan
tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan keeil dalam bentuk satu
lembar.. . ..

5.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kedl
secara sinergis melaIui penetapan berbagai peraturan perundang-
undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar
T,J~fiha,Mikrg cllMl, K(:gH JIll':mpl':rqt\<hm:miha,~an, ~~P~!lti!!!1,
kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas
luasnya.

6. Daerah adaIah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur Pejabat penyelenggara Pemerintah Daerah.

8. Bupati adaIah Bupati Musi Banyuasin.
9. Dinas Koperasi,UMKM dan Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya
disingkat DINKOP UMKM PP adaIah Dinas Koperasi,UMKM dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.

lO, K~P?lJa,DINKQPlJMKMPPa,ga,Ia,hK~paIa,Dina,!?Kop~ra,fli,UMKMg~n
Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.

11. Pelaku Usaha Mikro Kedl yang selanjutnya disingkat dengan PUMK
adaIah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah
ditetapkan.

12. LQka,!iiIUMKada,la,h tl':IPPfitunWk menj?,llillkan \l!iana, mikrq Q!!!1
kedl yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.

13. Pejabat adaIah pejabat yang berwenang untuk memberikan lzin
Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan
pendelegasian kewenangan darl kepaIa daerah.

14.Kecamatan atali seblitan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai
perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

15. Kelurahan adaIah suatu wila:yah :yang ditempati oleh sejumlah
penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah
langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan
rumah tangga sendiri.

16.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adaIah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dari mengurus kepentingan:
masyarakat setempat, berdasarkan asaI usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati daIam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasal 2

(1) IUMKdimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana
pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kedl (PUMK.)dalam
mengembangkan usahanya.

(2) Tujuan pengaturan IUMKbagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:
a, m(:tlgapatk~I.1 k(:pa~tiflJ:l Q@ perljng~g~ gl$.tn be!1,l,~~
dilokasi yang telah ditetapkan;

b. mendapatkan peIidampingan untuk pengembangan usaha;
e. mendapatkan kemu<l@aIl dalam akses pembiayaan ke lembaga
keuangan bank dan non-bank; dan

d. meIidapatkan kemudahan dalaIii peinbetdayaan dan pemerintah,
pemerintah daerah dan/ atau lembaga lainnya.

Pasal 3

(1) Ru,aIlg lingktlp petlga,tu.raIl IlJi'd.Kmeljputi penga,tu.rM pembepa,n,
IUMKbagi pelaku usaha mikro dan keeii.

(2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan keeil sesuai
persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan
berperloman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(3) IUMKdiberikan dalam behtuk naskah satu lembar.
(4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan keeil dibebaskan atau

diberikan keringanan dangan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan
/ atati pungutiih laiiiriya.

Pasal4

(1) Pelaksanaan IUMKadalah Camat yang mendapatkan pendelegasian
kewenangan dan Bupati.

(2) Pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat
dideligasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbagkan
k.wa!cteJi~til<:vrnaY@,

(3) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturart menteri dalam.
Negeri Nomor: 83 Tabun 2014 tentang Pedoman Pemberian lzin
Usaha Mikri Keeil (tUMK).

(4) Untuk riieridukung pelaksariaan IUMK !iebagaimana diriiaksud
pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro
dan kedl oieh Lurah kepala Desa di wilayah k:eIjanya.

(5) Luiah/Kepala DeSa inelaporkan peridataari sebagaiiilarta
dimaksud pada ayat (4) seeara periodik kepada Camat.
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PasalS

(1) Pembmaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan IUMK
tlilakUkart 61ehDmas Kopetasi, UMKM dan Pehgelolaan Pasar
dan Instansi terkait Kabupaten Musi Banyuasin.

(2) Kepala Dinas Koperasi, UMKMdan Pengelolaan Pasar Kabuapten
Musi Banyuasin Mengordinasikan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan IUMK.

(3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan
IUMK kepada Camat I Kelurahan I Kepala Desa.

Pasal 6

Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam peraturan Bupati ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Peratutail Blipati ihi tiiulai betlaku pada tanggal dilliidangkafi dan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Bailytiasin.

Ditetapkan di Sekayu.
pada tanggal, -::; April 20 fr

't SUPATI MUSI BANYUASINf.;

/
Diundangkan di Sekayu.
pada tanggal, 1April 2015.

SEKRETARIS DAERAB
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. BOHAN MAJID

BERITA DAERAB KABUPATEN MUSI BANYUASIN TABUK 2014 NOMOR II
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